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Padahal, kata Fransiskus
Diaan, pembangunan jalan
menuju Kecamatan Emba-

KAPUAS HULU, TRIBUN
- Untuk pembangunan in-
frastruktur ruas jalan dari

Bika ke Kecamatan Embaloh
Hilir pada tahun 2023, Pe-
merintah Kabupaten Kapu-
as Hulu mengakui tidak da-
pat merealisasikannya atau
menundanya sementara.’
Hal tersebut disampai-
kan langsung Bupati Kapu-
as Hulu, Fransiskus Diaan,
saat membuka acara pembi-
naan peningkatan kapasitas

Kabupaten Kapuas Hulu Ta-
hun 2022, di MABM Kapuas
Hulu, Selasa (6/12).
“Mengapa tidak bisa teri-
alisasi karena terbentur de-
ngan kebijakan atau aturan
dari pemerintah pusat yai-
tu peraturan menteri keu-
angan (PMK) Nomor s-173/
pk/2022 tentang penyam-
paian rincian alokasi tranfer
ke daerah dan dana desa ta-
hun 2023,” terangnya.
Aturan itu mengamanat-
kan bahwa kewajiban seluruh
pemerintah daerah termasuk
pemerintah Kabupaten Ka-
puas Hulu, untuk menyesu-
aikan prioritas sebagaimana
dalam dana alokasi umum
(DAU) yang telah ditentukan
peruntukkannya (spesipic gr-
ant) pada APBD tahun 2023.

Desa Mandai' Kecamatan ,

aparatur pemerintah desa se

Jadi pemkab kesu-
litan menentukan

-pembangunan sesu-

ai program yang
disampaikan masya-
rakat dan disepakati

bersama dewan,

* ytamanya tentang

pembangunan infra-
.

Fransiskus Diaan
Bupati Kapuas Hulu

“Jadi pemkab kesulitan
menentukan pembangun-
an sesuai program yang di-
sampaikan masyarakat dan
disepakati bersama dewan,
utamanya tentang pem-
bangunan infrastruktur,”
ucapnya.

Bupati menuturkan, Kapu-
as Hulu ini luas butuh konek-
si infrastruktur antar desa
dan kecamatan, sehingga se-
mua usulan desa lewat Mus-
renbang di awal tahun 2022.

frastruktur jalan, jembatan
dan lainnya. Namun PMK
membuat anggaran tersebut
bergeser. “Kalau tidak patuh
pada PMK, DAU akan ditun-
da, belum lagi sanksi lain,”
ucapnya.

‘Maka dari itu Bupati Ka-

puas Hulu meminta kepada
~ camat dan kades, agar mem-

bantu pemerintah daerah Ka-
puas Hulu, untuk menyam-
paikan ke masyarakat, usul-
an masyarakat tidak dapat
tertampung karena ada atur-
an dari Pemerintah Pusat.

“Mudah-mudahan tahun
2024 tidak ada lagi hambat-
an, agar bisa fokus kembali
ke pembangunan infrastruk-
tur jalan dan jembatan,”
ungkapnya.

Dalam kesemptan itu,
Bupati Fransiskus Diaan,
menjelaskan berdasarkan
surat Dirjen Perimbangan
Keuangan Kementerian Ke-
uangan RI, nomor s-173/
pk/2022 tentang penyam-
paian rincian alokasi tranfer
ke-daerah dan dana desa ta-
hun 2023, mengamanatkan
bahwa kewajiban seluruh
pemerintah daerah terma-
suk pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu, untuk me-
nyesuaikan priogtas seba-
gaimana dalam dana alokasi
umum (DAU) yang telah di-
tentukan peruntukkannya
{spesipic grant) pada APBD
tahun 2023.

loh Hilir, sudah masuk ren-
cana kerja Pemkab Kapuas

Hulu, 2023, dan termasuk
pembangunan beberapa ja-
lan lainnya di Kabupaten
Kapuas Hulu

“Tapi apa daya dengan
adanya aturan baru dari PMK
muncul di September 2022
dan merubah program pem-
bangunan yang telah dibahas
sebelumnya,” ujarnya.

Pemkab dan DPRD ren-
cananya menganggarkan
Rp 100-an miliar untuk in-

“Di mana surat dirjen ter-
sebut penekanan prioritas
kepada bidang pendidikan
lebih besar dibandingkan bi-
dang pekerjaan umum dan
kesehatan,” ujamya. (rul)
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